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  Penelitian ini di latarbelakangi oleh tindak kecurang serta kekurangan pada 

pemilihan menggunakan kertas yang telah mendorong perkembangan pada metode baru 

yaitu dengan menggunakan teknologi digital, yang mana kekurangan dari penggunaan 

kertas seperti surat suara yang tidak sah, tidak adanya surat suara pengganti apabila ada 

yang salah dalam memberi tanda, dan masih banyak yang lainnya, Maka penggunaan 

teknologi digital ini dapat menangulangi kekurangan dari penggunaan kertas tersebut. Dari 

berbagai jenis teknologi digital yang paling sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, 

jujur, dan adil adalah Direct-Recording Electronic (DRE) yang mana penggunaanya seperti 

komputer pada umumnya. Serta pada pengguanaan metode ini juga telah didukung dengan 

adanya peraturan yang memperbolehkan pengunaan teknologi pada Pemilihan  yaitu pada 

pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 

tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. 

  Rumusan masalah yang diangakat adalah : 1) Bagaimanakah kedudukan Direct-

Recording Electronic (DRE) dalam Pemilihan di Indonesia pada pasal 85 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang? 2) Bagaimana Pelaksanaan Direct-

Recording Electronic (DRE) pada Pemilihan di Indonesia Perspektif  Siyasah Dusturiyah? 

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk Mendeskripsikan kedudukan Direct-Recording 

Electronic (DRE) dalam Pemilihan di Indonesia pada pasal 85 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 

tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan 

walikota menjadi Undang-Undang. 2) Untuk Menganalisis Pelaksanaan Direct-Recording 

Electronic (DRE) pada Pemilihan di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. 

  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan jenis penelitian studi 

pustaka (library research). Teknik mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan. Penelitian ini juga 

menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statutory 

approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).  
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 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Kedudukan Direct-Recording Electronic 

(DRE) dalam Pemilihan di Indonesia belum bisa terlaksana dan berbanding terbalik pada 

pekasanaan Pilkades yang sudah menggunakan elektronik yang mana dalam penggunaan 

elektronik ini tidak adanya undang-undang tentang Pilkades yang mengatur terkait 

penggunaan Elektronik tapi di atur secara khusus oleh peraturan daerah. dikarena ada 

beberapa pengahambat terlaksanannya penerapan E-voting pada Pemilihan yaitu 

diantaranya dari faktor sumber daya manusia, dana untuk membeli peralatan, Dari segi 

kemanan data dari calon pemilih dapat terjamin dan serta kepercayaan masyarakat akan 

pemilihan dengan metode ini seperti pendapat yang dikemukan oleh BAWASLU “Karena 

E-voting tidak hanya teknologi, tetapi juga ada prasyarat lain yang harus disiapkan. 

Adanya aspek sosiologis, ada aspek budaya, sehingga perlu disiapkan dengan tidak 

terburu-buru”, dan serta pemenuhan persyaratan dalam melakukan pemilihan dengan E-

voting. Dan apabila bisa diterapkan pada Pemilihan maka akan berguna dalam 

menanggulagi kekurang pada penggunaan ketas serta tindak kecurangan yang ada. 2) 

menurut Perspektif dari Siyasah Dusturiyah sendiri dalam Direct-Recording Electronic 

(DRE) pada Pemilihan di Indonesia diperbolehkannya penerapan tersebut sebab merubah 

dengan yang lebih baik seperti yang dijelaskan pada surat ar-ra‟d ayat 11 tentang merubah 

yang lebih baik dan dari itu juga sesuatu hal yang baik harus juga didasarkan dengan cara 

yang baik pula. 
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This research is motivated by fraudulent acts and deficiencies in voting using paper 

which have encouraged the development of new methods, namely using digital technology, 

which the disadvantages of using paper such as invalid ballots, the absence of replacement 

ballots if something is wrong in marking, and many others. So the use of digital technology 

can overcome the disadvantages of using paper. Of the various types of digital technology 

that is most in accordance with the principles of direct, general, free, honest and fair is 

Direct-Recording Electronic (DRE) which is used like a computer in general. As well as 

the use of this method has also been supported by the existence of regulations that allow the 

use of technology in elections, namely in article 85 paragraph 1 of Law Number 10 of 2016 

concerning the second amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the stipulation of 

Regulations in lieu of legislation Number 1 of 2014 concerning the election of governors, 

regents and mayors became a law.  

The formulation of the problem raised is: 1) What is the position of Direct-

Recording Electronic (DRE) in Elections in Indonesia in article 85 paragraph (1) of Law 
Number 10 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 1 of 2015 

concerning the establishment of replacement regulations law No. 1 of 2014 concerning the 

election of governors, regents and mayors to become law? 2) How is the Implementation 

Direct  

Electronic Recording (DRE) in Elections in Indonesia from the Siyasah Dusturiyah 

Perspective? The research objectives are: 1) To describe the position of Direct-Recording 

Electronic (DRE) in Elections in Indonesia in article 85 paragraph (1) of Law Number 10 

of 2016 concerning the second amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the 

establishment of replacement Regulations Law Number 1 of 2014 concerning the election 
of governors, regents and mayors becomes law. 2) To Analyze the Implementation of 

Direct-Recording Electronic (DRE) in Indonesian Elections from the Siyasah Dusturiyah 

Perspective.  

The research method used is juridical-normative and library research. Techniques 

for collecting data and information with the help of various materials found in the library. 

This study also uses two approaches, namely the statutory approach and the comparative 

approach.  



xii 
 

The research results obtained are: 1) The position of Direct-Recording Electronic (DRE) 
in elections in Indonesia cannot be carried out and is inversely proportional to the village 

head elections which already use electronics where in this electronic use there is no law 

regarding village head elections. which regulates the use of electronics but is specifically 

regulated by regional regulations. because there are several obstacles to the implementation 

of E-voting in Regional Head Elections, namely from the human resource factor, funds to 

buy equipment, In terms of data security from prospective voters can be guaranteed and as 

well as public trust in elections with this method as stated by Bandan Election Supervisor 

"Because E-voting is not only technology, but there are also other prerequisites that must 

be prepared. There is a sociological aspect, there is a cultural aspect, so it needs to be 

prepared in no hurry, and as well as fulfilling the requirements in conducting elections by 

E-voting. And if it can be applied to elections, it will be useful in overcoming deficiencies 

in the use of paper and existing fraud. 2) according to the Perspective of Siyasah 
Dusturiyah himself in Direct Recording Electronic (DRE) on Elections in Indonesia it is 

permissible for this implementation because it changes for the better as explained in Surat 

ar-ra'd paragraph 11 concerning changing for the better and from that also something good 

things must also be based in a good way too. 
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 ٓخزصش

 

، ٓٞهق اُزسغ٤َ الإٌُزش٢ٗٝ أُجبضش 3ٖٓ21ٖٕٔٓٔٔثؾش أُّٝٞ ،   (DRE)  ثطإٔ ر٘ل٤ز الَٗزخبثبد ك٢ إٗذ٤ٗٝس٤ب

ٓ٘ظٞس هبٕٗٞ الَٗزخبثبد ٝاُس٤بسخ اُذسزٞس٣خ ، ثشٗبٓظ دساسخ اُوبٕٗٞ اُذسزٞس١ ، هسْ اُطش٣ؼخ ، ٤ًِخ اُطش٣ؼخ 

، أُسزطبس: د. د٣بٕ ك٤ش٣طب ،  ٕٕٕٓٝاُوبٕٗٞ ، دُٝخ اُس٤ذ ػ٢ِ سؽٔخ اللّ الإسل٤َٓخ عبٓؼخ رُٞٞٗـبؿٞٗؾ ،  S.H.  ،

M.H. 

 

بد أُلزبؽ٤خ: اُزص٣ٞذ الإٌُزش٢ٗٝ ، اُزسغ٤َ الإٌُزش٢ٗٝ أُجبضشأٌُِ  (DRE) الَٗزخبة ، 

 

ٛزا اُجؾش ٓذكٞع ثأكؼبٍ اؽز٤ب٤ُخ ٝأٝعٚ هصٞس ك٢ اُزص٣ٞذ ثبسزخذاّ اُٞسم ٓٔب ضغغ ػ٠ِ رط٣ٞش طش٣وخ عذ٣ذح ، 

الَهزشاع ؿ٤ش اُصبُؾخ ، ٝؿ٤بة ٢ٛٝ اسزخذاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُشه٤ٔخ ، ٝاُز٢ رلزوش إ٠ُ اسزخذاّ اُٞسم ٓضَ ثطبهبد 

ثطبهبد الَهزشاع اُجذ٣ِخ إرا ًبٕ ٛ٘بى خطأ ك٢ اُؼطبء. لَكزبد ٝؿ٤شٛب اٌُض٤ش ، ٖٝٓ صْ كإٕ اسزخذاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُشه٤ٔخ 

٣ٌٖٔ إٔ ٣زـِت ػ٠ِ ػ٤ٞة اسزخذاّ اُٞسم. ٖٓ ث٤ٖ الأٗٞاع أُخزِلخ ُِزٌُ٘ٞٞع٤ب اُشه٤ٔخ اُز٢ رزٞاكن ٓغ ٓجبدئ أُجبضشح 

اُؼبٓخ ٝاُؾشح ٝاُصبدهخ ٝاُؼبدُخ ، ٣ؼذ اُزسغ٤َ الإٌُزش٢ٗٝ أُجبضشٝ  (DRE)  .ّاُز١ ٣سزخذّ ٓضَ أٌُج٤ٞرش ثطٌَ ػب

كضلًَ ػٖ دػْ اسزخذاّ ٛزٙ اُطش٣وخ أ٣ضًب ٖٓ خلٍَ ٝعٞد أٗظٔخ رسٔؼ ثبسزخذاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ الَٗزخبثبد ، ٝرؾذ٣ذاً 

ثطإٔ اضزشاط  ُٕ٘ٔٓس٘خ  ٔثطإٔ اُزؼذ٣َ اُضب٢ٗ ُِوبٕٗٞ سهْ  ٕٙٔٓ٘خ ُس ٖٓٔٓ اُوبٕٗٞ سهْ  ٔكوشح  3٘ك٢ أُبدح 

ثطإٔ اٗزخبثبد ؽٌبّ ٝأٝص٤بء ٝسؤسبء اُجِذ٣بد ٤ُصجؾٞا هٞا٤ٖٗ ُٕٗٔٓس٘خ  ٔهبٕٗٞ ث٤شثٞ سهْ  . 

( ٓب ٛٞ ٓٞهق اُزسغ٤َ الإٌُزش٢ٗٝ أُجبضشٔص٤بؿخ أُطٌِخ أُطشٝؽخ ٢ٛ:   (DRE)  ك٢ الَٗزخبثبد ك٢ إٗذ٤ٗٝس٤ب ك٢

ثطإٔ إٗطبء ث٤شثٞ  ُٕ٘ٔٓس٘خ  ٔثطإٔ اُزؼذ٣َ اُضب٢ٗ ُِوبٕٗٞ سهْ  ُٕٙٔٓؼبّ  ٓٔ( ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ ٔكوشح ) 3ُ٘ٔبدح ا

( ٤ًق ٣زْ ر٘ل٤ز ٕثطإٔ اٗزخبة أُؾبكظ٤ٖ ٝأٝص٤بء اُؼٔذ ٝسؤسبء اُجِذ٣بد ٤ُصجؾٞا هبًٗٞٗب؟  ُٕٗٔٓؼبّ  ٔسهْ 

ك٢ إٗذ٤ٗٝس٤ب ٖٓ ٓ٘ظٞس اُس٤بسخ اُذسزٞس٣خ؟ أٛذاف اُجؾش ٢ٛ: ك٢ الَٗزخبثبد  (DRE) اُزسغ٤َ الإٌُزش٢ٗٝ أُجبضش

( ٝصق ٓٞهق اُزسغ٤َ الإٌُزش٢ٗٝ أُجبضشٔ  (DRE)  ( ٖٓ اُوبٕٗٞ ٔكوشح ) 3٘ك٢ الَٗزخبثبد ك٢ إٗذ٤ٗٝس٤ب ك٢ أُبدح

 ُٕٗٔٓس٘خ  ٔثطإٔ إٗطبء أصجؼ هبٕٗٞ ث٤شثٞ سهْ  ُٕ٘ٔٓس٘خ  ٔثطإٔ اُزؼذ٣َ اُضب٢ٗ ُِوبٕٗٞ سهْ  ُٕٙٔٓؼبّ  ٓٔسهْ 

( ُزؾ٤َِ ر٘ل٤ز ٗظبّ اُزسغ٤َ الإٌُزش٢ٗٝ أُجبضشٕثطإٔ اٗزخبة أُؾبكظ٤ٖ ٝالأٝص٤بء ٝسؤسبء اُجِذ٣بد.   (DRE)  ك٢

 .الَٗزخبثبد الإٗذ٤ٗٝس٤خ ٖٓ ٓ٘ظٞس اُس٤بسخ اُذسزٞس٣خ
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سبػذح أُٞاد أُخزِلخ أسِٞة اُجؾش أُزجغ ٛٞ اُجؾش اُوب٢ٗٞٗ أُؼ٤بس١ ٝأٌُزج٢. رو٤٘خ عٔغ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد ثٔ

 .أُٞعٞدح ك٢ أٌُزجخ. رسزخذّ ٛزٙ اُذساسخ أ٣ضًب ٜٗغ٤ٖ ، ٝٛٔب اُٜ٘ظ اُوب٢ٗٞٗ ٝاُٜ٘ظ أُوبسٕ

( لَ ٣ٌٖٔ ر٘ل٤ز ٓٞهق اُزسغ٤َ الإٌُزش٢ٗٝ أُجبضشٔٗزبئظ اُجؾش اُز٢ رْ اُؾصٍٞ ػ٤ِٜب ٢ٛ:   (DRE)  ك٢ الَٗزخبثبد

سؤسبء اُوشٟ اُز٢ رسزخذّ ثبُلؼَ الإٌُزش٤ٗٝبد ؽ٤ش لَ ٣ٞعذ ك٢ ٛزا  ك٢ إٗذ٤ٗٝس٤ب ٣ٝز٘بست ػٌسًب ٓغ اٗزخبثبد

الَسزخذاّ الإٌُزش٢ٗٝ هبٕٗٞ ٣زؼِن ثشئ٤س اُوش٣خ الَٗزخبثبد اُز٢ ر٘ظْ اسزخذاّ الإٌُزش٤ٗٝبد ٌُٜٝ٘ب ر٘ظٜٔب ػ٠ِ ٝعٚ 

ٗزخبثبد ، ٢ٛٝ ٖٓ ػبَٓ أُٞاسد اُزؾذ٣ذ اُِٞائؼ الإه٤ٔ٤ِخ. لإٔ ٛ٘بى ػذح ػوجبد أٓبّ ر٘ل٤ز اُزص٣ٞذ الإٌُزش٢ٗٝ ك٢ الَ

اُجطش٣خ ، ٣ٌٖٝٔ ضٔبٕ الأٓٞاٍ ُطشاء أُؼذاد ، ٖٓ ؽ٤ش أٖٓ اُج٤بٗبد ٖٓ اُ٘بخج٤ٖ أُؾز٤ِٖٔ ، ًٝزُي صوخ اُغٜٔٞس 

ك٢ اُزص٣ٞذ ثٜزٙ اُطش٣وخ. ؽ٤ش إٔ اُشأ١ اُز١ أص٤شد ٖٓ هجَ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُلإضشاف ػ٠ِ الَٗزخبثبد "لإٔ اُزص٣ٞذ 

س ٓغشد رو٤٘خ ، ٌُٖٝ ٛ٘بى أ٣ضًب ٓزطِجبد أخشٟ ٣غت إػذادٛب. ٛ٘بى عبٗت اعزٔبػ٢ ، ٝٛ٘بى عبٗت الإٌُزش٢ٗٝ ٤ُ

صوبك٢ ، ُزُي ٣غت الَسزؼذاد ثسشػخ ، ًٝزُي اسز٤لبء ٓزطِجبد إعشاء الَٗزخبثبد ػٖ طش٣ن اُزص٣ٞذ الإٌُزش٢ٗٝ. ٝإرا 

ػ٠ِ أٝعٚ اُوصٞس ك٢ اسزخذاّ اُٞسم ٝالَؽز٤بٍ  ًبٕ ٖٓ أٌُٖٔ رطج٤وٚ ػ٠ِ الَٗزخبثبد ، كس٤ٌٕٞ ٓل٤ذًا ك٢ اُزـِت

( ٝكوًب ُٞعٜخ ٗظش س٤بسخ دسزٞس٣خ ٗلسٚ ك٢ اُزسغ٤َ الإٌُزش٢ٗٝ أُجبضشٕاُؾب٢ُ.   (DRE)  ؽٍٞ الَٗزخبثبد ك٢

ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُزـ٤٤ش  ٔٔإٗذ٤ٗٝس٤ب ، ٣غٞص ٛزا اُزطج٤ن لأٗٚ ٣زـ٤ش ُلأكضَ ًٔب ٛٞ ٓٞضؼ ك٢ سٞسح اُشػذ اُلوشح 

ب ثطش٣وخ ع٤ذح أ٣ضًبُلأكضَ. ٝ ًٔ ٖٓ ٛزا أ٣ضًب ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُط٢ء اُغ٤ذ هبئ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


